BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana terhadap pelaku skimming adalah berdasarkan
Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP, Pasal 378 KUHP, Pasal 30 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan
transaksi elektronik, Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 ayat (2)
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
terhadap pembuktian kejahatan skimming saat ini belum ada hukum acara
khusus yang mengatur sehingga dalam hal ini pembuktian terkait kejahatan
skimming masih mengacu pada KUHAP.

2. Upaya penegakan hukum tindak pidana terhadap pelaku skimming adalah
dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian
menggunakan skimmer seperti aspek internal yaitu subtansi hukum, aspek
penegak hukum (law enforcement factor), aspek fasilitas, aspek hambatan
informasi, aspek kerahasian perbankan. Sedangkan aspek eksternal yaitu aspek
masyarakat dan aspek kebudayaan. Upaya hukum yang dilakukan terhadap
tindak pidana pencurian uang dengan menggunakan skimmer adalah upaya
kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (social policy),
selain itu pencegahan tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang
lain (skimming) yaitu dengan meningkatkan jumlah SDM terkait penyidik

kejahatan siber, penambahan alat dan perlengkapan investigasi, mengikutkan
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para penyidik terkait pelatihan khusus kejahatan siber dalam rangka
peningkatan kemampuan penyidik terhadap kejahatan siber lebih khususnya
dalam hal ini kejahatan skimming, membangun mekanisme yang lebih baik
terkait pelaporan viktimisasi dan pengumpulan data penangkapan, peningkatan
kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan kejahatan siber

khususnya dalam hal ini kejahatan skimming.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya melakukan penindakan terhadap para pelaku Tindak
Pidana skimming yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia. Agar dikemudian
hari tidak terjadi lagi kejahatan serupa yang dapat merugikan masyarakat dari
segi materil maupun immateril.

2. Khusus masyarakat diharapkan agar berhati-hati ketika melakukan transaksi
menggunakan mesin ATM, karena tindak pidana ini merupakan kejahatan
baru yang jarang diketahui oleh masyarakat dan segera melaporkan apabila

ada telah menjadi korban kejahatan skimming agar segera di tindak lanjuti.
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